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ABSTRAK 

Kantor Kelurahan Benoa yang berada di Kecamatan Kuta Selatan 

Kabupaten Badung merupakan salah satu sektor instansi pemerintahan 

daerah yang diberikan akses untuk menyelenggarakan pelayanan publik 

yang bersifat administrasi publik, yaitu pelayanan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM). Dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan hak bagi 

setiap Warga Negara Indonesia, dengan tujuan agar masyarakat yang 

kurang mampu di daerah suatu kelurahan mendapatkan mendapatkan 

bantuan dari Pemerintah secara rata, sehingga bantuan tersebut tepat 

sasaran.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatahui bagaimana 

Penanganan pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) Pada Kantor Kelurahan Benoa. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian menunjukan Penanganan Pelayanan Publik 

Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor 

Kelurahan Benoa masih ada kendala dalam penanganannya dimana saat 

masyarakat yang masih belum paham bagaimana alur atau langkah-

langkah saat pengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  

Kata Kunci: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Penanganan, 

Pelayanan, Prosedur, Administrasi Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan Publik merupakan pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Sebagai suatu 

negara yang maju, Indonesia harus memprioritaskan pelayanan 

publik sebagai sektor ataupun bidang yang perlu ditingkatkan.  

Dalam hal ini pemerintah sebagai penyedia penyelenggaraan 

pelayanan publik harus berupaya semaksimal mungkin dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik, karena kepuasan masyarakat 

menjadi indikator keberhasilan dari pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya terus mengalami pembaharuan. Hal ini dikarenakan 

dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan selalu adanya 

perubahan di dalam pemerintah. Penyelenggaraan dalam pelayanan 

publik merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-

hak sipil setiap warga negara atas pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 



2 
 

 

tentang pelayanan publik, ini dimaksudkan untuk memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. 

Kelurahan merupakan salah satu sektor instansi pemerintah 

daerah yang diberikan akses untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik yang bersifat administrasi publik, yaitu pelayanan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dalam pelaksanaanya berkaitan 

erat dengan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah 

satu jenis pelayanan yang dikeluarkan oleh Lurah dan kemudian 

yang diketahui oleh Camat kepada warga miskin atau kurang mampu 

yang mengajukan surat permohonan tersebut, dengan tujuan agar 

masyarakat yang kurang mampu didaerah suatu kelurahan 

mendapatkan bantuan dari pemerintah secara rata, sehingga 

bantuan tersebut tepat sasaran. Surat Keteranangan Tidak Mampu 

(SKTM) ini bukanlah merupakan suatu bentuk produk hukum, namun 

hanya bersifat pengantar dari lurah yang selanjutnya diketahui oleh 

camat yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti mendapatkan 

beasiswa, bantuan pembayaran UKT, pelayanan di rumah sakit dan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mempermudah masyarakat 

kurang mampu tersebut.  

Kantor Kelurahan Benoa merupakan salah satu Kelurahan 

yang berada di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagai 
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perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintah yang 

dilimpahkan oleh kecamatan sesuai karakteristik wilayah dan 

kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya 

berdasarkan perundang-undangan. Proses pelayanan pada Kantor 

Kelurahan Benoa dapat dilihat dari staf atau pegawai sebagai 

pemberi layanan pada kantor Kelurahan Benoa.  

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah 

telah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAM/7/2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dikeluarkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan 

pelayanan pemerintah agar setiap instansi dapat melaksanakan 

kebijakan tersebut sehingga menciptakan pelayanan prima dan 

profesional.  

Namun dalam setiap penanganan pelayanan publik pada 

setiap instansi pasti tentunya masih terdapat permasalahan yang 

tidak bisa dihindari. Seperti di Kantor Kelurahan Benoa, masih 

memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di setiap prosesnya. 

Masalah tersebut mengenai waktu penyelesaian pelayanan tidak 

sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan petugas yang 

memberikan pelayanan. Hal tersebut yang membuat pelayanan 
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publik di Kantor Kelurahan Benoa masih kurang dapat berjalan 

secara optimal.  

Dalam uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Pelayanan 

Publik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) Pada Kantor Kelurahan Benoa”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan judul di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

 “Bagaimanakah Penanganan Pelayanan Publik Dalam 

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor 

Kelurahan Benoa”. 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Untuk mengetahui bagaimana Penanganan Pelayanan 

Publik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

Pada Kantor Kelurahan Benoa”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat 

selama menempuh dibangku perkuliahan, sehingga nantinya 
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dapat diterapkan pada dunia kerja atau industri. Serta bisa 

memberikan informasi yang lebih luas kepada mahasiswa yang 

berkaitan dengan bidang yang diteliti dan memperoleh 

gambaran yang lebih rinci mengenai pelayanan publik pada 

Kantor Kelurahan Benoa. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan 

pengetahuan kepada pembaca dan dapat dijadikan referensi di 

perpustakaan Politeknik Negeri Bali mengenai permasalahan 

dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Kantor Kelurahan Benoa 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan saran untuk perbaikan di dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan 

Benoa. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan 

Benoa, yang berlokasi di Jalan Praja Sentral, Benoa, Kecamatan 

Kuta Selatan 

2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah 

“Penanganan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat 
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Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor Kelurahan 

Benoa.”. 

3. Data Penelitian 

a. Jenis Data Penelitian 

Menurut Sandu Siyoto (2015:68) “Data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka”. 

Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh melalui 

wawancara, observasi, standar pelayanan, kebijakan 

pelayanan, serta sejarah Kantor Kelurahan Benoa. 

b. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Data Primer 

Menurut Sugiyono (2018:456) “Data primer yaitu sumber 

data yang langsung diberikan data kepada pengumpulan 

data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan. Penelitian menggunakan hasil wawancara 

yang didapatkan dari informasi mengenai topik 

penelitian sebagai data primer”. Dalam hal ini, peneliti 

memperoleh dan mengumpulkan data dengan 

melakukan observasi dan wawancara mengenai 

penanganan pelayanan publik dalam pembuatan Surat 
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Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Kantor 

Kelurahan Benoa.  

2) Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2018:456) “Data sekunder yaitu 

sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen”. Peneliti memperoleh data sekunder 

melalui sejarah Kantor Kelurahan Benoa, literatur, dan 

jumlah ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Menurut Sugiyono (2018:229) “Observasi merupakan 

Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. 

Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam yang lain”. Dalam hal ini, peneliti 

mengamati langsung kegiatan Penanganan Pelayanan 

Publik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) Pada Kantor Kelurahan Benoa selama 

peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yang berlangsung selama (3) bulan, dari bulan Januari-

April 2022. 
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2) Wawancara 

Menurut Sugiyono (2018:243) “Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tentu yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan”.  Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur. Dalam 

wawancara ini, peneliti memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada staff pada Kantor Kelurahan 

Benoa. 

3) Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:240) “Dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa berupa gambar, tulisan, rekaman, dan 

karya monumental”. Peneliti memperoleh dokumentasi 

berupa buku profil, gambar sarana dan prasarana 

penunjang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor 

Kelurahan Benoa. 
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4. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis dengan teknis 

analisi deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:244) 

“Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang 

menggambarkan permasahalan yang ada dengan menguraikan 

keterangan-keterangan beserta data-data yang diperoleh 

selama penelitian dalam bentuk uraian-uraian”. Dalam hal ini 

peneliti mepaparkan data-data yang diperoleh mengenai 

Penanganan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor Kelurahan 

Benoa dalam bentuk uraian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka dapat disimpulan yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan bagi 

keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan kemudahan dalam 

kehidupannya baik kesehatan, perekonomian, dan Pendidikan. 

Dalam memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) Kantor Kelurahan Benoa memiliki standar 

penanganan pelayanan yaitu masyarakat yang akan mengajukan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) membawa surat 

keterangan atau formulir dari Kepala Lingkungan yang sudah 

ditandatangani Kepala Lingkungan, fotocopy Kartu Keluarga dan 

fotocopy KTP ke Kasi Sosial (Kesra) di Kantor Kelurahan Benoa, 

selanjutnya adanya pengecekan pada berkas-berkas tersebut, 

setelah  lengkap  berkas  tersebut  akan  di  regristrasi  dan  diberikan 
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nomor pada buku regristrasi dan diberikan cap Kelurahan pada Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diserahkan dan 

selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Lurah untuk 

ditandatangani. Setelah itu maka pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) sudah selesai dan petugas pelayanan 

menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada 

masyarakat. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam 

Penanganan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor Kelurahan Benoa yaitu : 

1. Agar penandatanganan dalam pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) tidak memerlukan waktu yang lama 

dikarenakan kendala Lurah tidak berada di kantor saat 

masyarakat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) tersebut dalam standar pelayanan yang ada, jadi Lurah 

harus lebih sering mengecek lagi janji atau ada surat pelayanan 

yang diajukan oleh masyarakat agar proses pelayanan bisa lebih 

cepat ditangani.  

2. Dalam kendala yang masih belum dipahami oleh masyarakat 

bagaimana alur saat mengajukan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) belum memenuhi persyaratan berkas-berkas 

seperti tidak mambawa surat keterangan dari Kepala 
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Lingkungan, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Keluarga 

sehingga menghambat proses penanganannya, jadi sebaiknya 

masyarakat diberikan informasi atau himbauan dari Kantor 

Kelurahan Benoa melalui Kepala Lingkungan masing-masing 

yang nantinya informasi tersebut akan diberitahukan secara 

langsung atau melalui pesan digital, sehingga harapannya 

seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai 

pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk 

mempermudah proses penanganannya.  

3. Sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan publik pada 

Kantor Kelurahan Benoa harusnya ada pembenahan seperti 

papan informasi kehadiran Lurah dan Sekretaris Lurah yang 

sudah lama rusak harus segera diperbaiki, untuk membantu 

masyarakat mengetahui adanya Lurah dan Sekretaris Lurah di 

Kantor saat akan melakukan pelayanan.  

4. Untuk dapat meningkatkan produktifitas karyawan dalam 

melayani masyarakat, sebaiknya ditambahkan komputer pada 

ruangan yang sudah bisa disambungkan dengan jaringan 

internet yang ada di Kantor Kelurahan untuk mempermudah   

proses pelayanan. 
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